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ABSTRAK

Riskha Shofiyana, Analisis Pemikiran Kepala Kua Kecamatan Pekalongan
Selatan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku
Nikah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dahrul Muftadin, M.H.I

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan beberapakali terjadi
problematika pencatatan administrasi pernikahan anak angkat yang memiliki
perbedaan nama wali yang tertera dalam administrasi kependudukan dan surat
kehendak nikah dengan nama wali nasab yang sebenarnya. Hal ini menjadi
perhatian yang besar, karena penentuan wali dalam pencatatan buku nikah
haruslah sesuai dan benar karena buku nikah menjadi salah satu data
kependudukan berharga untuk jangka waktu panjang bagi setiap orang. Pencatatan
wali anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi
kependududkan dengan nama wali nasabnya, belum diatur secara mendetail dalam
hukum positif. Oleh karenanya apabila terjadi hal demikian maka akan menjadi
wewenang setiap Kepala KUA di setiap wilayah untuk mengambil putusan
dengan penggalian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pencatatan administrasian pernikahan pada wali nikah anak angkat
dalam buku nikah di setiap KUA ynag ada di Kota Pekalongan dan dasar hukum
yang digunakan setiap Kepala KUA dalam pencatatan perkawinan wali nikah
anak angkat yang tercatat pada buku nikah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Dengan mengambil subjek Kepala KUA Keamatan Pekalongan Selatan dalam
pengambilan putusan pencatatan wali nikah anak pada buku nikah. Metode yang
digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi lapanngan,
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data,
analisa dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pencatatan administrasi
perkawinan anak angkat di KUA Kota Pekalongan yang memiliki perbedaan wali
secara administratif kependudukan dengan wali nasab yang dalam hal ini menjadi
wali nikah anak angkat, dilakukan layaknya perkawinan ada umumnya.
Sebagaimana yang diatur dalam 4 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun
2019 Pencatatan wali nikah anak angkat di KUA Kota Pekalongan terdapat dua
model penulisan yang berbeda. Pertama, nama binti anak angkat tertuliskan nama
wali angkatnya sebagaimana yang tertera dalam administrasi kependudukan.
Kedua, nama binti anak angkat tersebut tertuliskan nama wali nasabnya
sebagaimana.

Kata Kunci : Wali, Anak Angkat, Pencatatan Perkawinan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika problematika hukum perkawinan dan kependudukan di
Indonesia teruslah berkembang. Seringkali terjadi suatu permasalahan dalam
hal pernikahan maupun pencatatan yang belum diatur secara mendetail dalam
peraturan perundang-undangan. Padahal hal tersebut perlulah ditopang dengan
perangkat peraturan yang memadai. Namun, pada realita dilapangan masih
kerap terjadi problematika pernikahan dan kependudukan. Seperti hal nya
problematika pencatatan buku nikah terhadap perwalian anak angkat.

Di Kantor Urusan Agama di kota Pekalongan beberapa kali terjadi
problematika pencatatan administrasi pernikahan anak angkat. Semua berkas
kependudukan anak tersebut mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, hingga
ijazah tertuliskan ayah angkatnyalah sebagai ayah atau nasab dari anak
tersebut, padahal pada kenyataanya ayah kandung yang masih hidup justru
tidak tercatatkan dalam administrasi kependudukan. Hal ini menjadi perhatian
yang besar, karena penentuan ayah dalam pencatatan buku nikah haruslah
sesuai dan benar karena buku nikah menjadi salah satu data kependudukan
berharga untuk jangka waktu panjang bagi setiap orang.! Namun disisi lain

penetapan nasab dalam Islam bagi seorang anak juga tidak dapat berubah

! Agus Yahya, Ketua KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Riskha
Shofiyana, 16 Maret 2021



sekalipun ia sebagai seorang anak angkat. Sebagaimana yang telah tertuliskan

dalam kalam Allah Swt. sebagai beriku:?

2

s 385 (1 D3 s (Sl (8055 185 LT (et o s
S G K0 LAl 1R 0. A X B A glY Gaged syl
B 065480308 S5 6 oSl fld Tl i (K oy (K5

-

“..dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak
angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang
lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak
mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu.” (Q.S. Al Ahzab [33]: 4-5)°

Penetapan ayah bagi anak angkat yang akan tertuliskan dalam buku nikah
belum ada peraturan yang mengatur secara detail baik dari segi yuridis yang
dalam hal ini undang-undang pernikahan maupun dalam hukum Islam. Oleh
karenanya, maka apabila terjadi peristiwa semacam ini akan diputuskan
berdasarkan ijtihad pemikiran Kepala Kantor Urusan Agama.

Pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kota Pekalongan memiliki
perbedaan dalam hal penilisan wali atau bin/binti dari anak di dalam buku
nikah. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan prespektif dari setiap Kepala
KUA yang ada di Kota Pekalongan untuk memutuskan dan mengambil ijtihad

dalam penulisan nama wali nikah anak angkat pada buku nikah. Ada yang

2 Neng Irama Purnamasari, “Perwalian Wali Angkat Dalam Pernikahan Prespektif Figh”,
Skripsi Sarjana Hukum (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 42,
https://repositoryuinjkt.ac.id.

% Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-
Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. Al Ahzab [33]: 4-5 (Jakarta: Halim, 2013), 418.


https://repositoryuinjkt.ac.id/

mencatatkan nama wali dalam penulisan binti dari anak angkat tersebut adalah
wali nasabnya dan ada pula yang mencatakan binti anak angkat tersebut dalam
buku nikah disesuaikan sebagaimana data administrasi kependudukan lainnya.
Berdasarkan temuan di lapangan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, dan
KUA Kecamatan Pekalongan Barat menuliskan wali atau binti anak angkat
dalam buku nikah yaitu ayah angkatnya sebagai wali anak angkatnya sesuai
dengan blangko pendaftaran perkawinan dan data administrasi kependudukan.
Sementara KUA Kecamatan Pekalongan Timur dengan KUA Kecamatan
Pekalongan Utara lebih condong untuk penulisan binti dari anak angkat
tersebut adalah wali nasab atau ayah kandungnya. Tentunya dari perbedaan
tersebut kepala KUA disetiap wilayah memiliki pemikiran dan dasar tersendiri
dalam mengambil sebuah putusan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan problematika perwalian anak
angkat pada pencatatan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa orang
dengan fokus permasalahan yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan
oleh M.Luthfi Mustahdi yang berjudul (2018).%, Saubari (2020) > Rusdiman
Suaib dan Ajub Ishak (2018)%, Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati

tentang (2020). Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini digunakan

4 M. Lutfhfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta
Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)”, skripsi
Sarjana Hukum (Medan: Perpustakaan Universtas Islam Negri Sumatra Utara, 2018),
https://repositoryuinsu.ac.id/information.html.

5> Saubari, “Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah”, (Kertak Hanyar: Kantor wilayah
Kemenag Kalimntan selatan, 2020), https://kalsel.kemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-
Keruwetan-Pencatatan-Nikah, Diakses pada:14 Maret 2021 pukul 22:36 WIB.

® Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak, “Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan
Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran” (Gorontalo: Al-Mizan, Jurnal
Pemikiran Hukum Islam, no.2, X1V, 2018),
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741.


https://repositoryuinsu.ac.id/information.html
https://kalsel.kemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah
https://kalsel.kemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741

untuk mengungkap bagaimana penetapan pencatatan wali nikah anak angkat
yang melalui ijtihad pemikiran Kepala KUA yang ada di Kota Pekalongan
serta analisis terhadap tujuan hukum yang ada didalamnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam permasalahan tersebut penulis
bersimpati untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS
PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP
PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT

PADA BUKU NIKAH”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pencatatan administrasi pernikahan pada wali nikah anak
angkat dalam buku nikah di KUA Kota Pekalongan?
2. Bagaimana analisis pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan tentang

pencatatan wali nikah anak angkat yang tercatat dalam buku nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan administrasian pernikahan
pada wali nikah anak angkat dalam buku nikah yang berada di KUA
Kota Pekalongan
b. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Kepala KUA
Kota Pekalongan tentang pencatatan wali nikah anak angkat yang

tercatat dalam buku nikah.



2. Manfaat penelitian
a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan wawasan ilmu
pengetahuan tentang hukum keluarga Islam khususnya pada
persoalan perwalian anak angkat dan pengaruhnya terhadap
pengadministrasian pernikahan.

2) Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini mampu menjadi
rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokuskan pada tema
yang serupa.

b. Kegunaan Praktis
Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan,
pengetahuan, serta pemahaman Kkepada masyarakat nantinya
khususnya yang berhubungan dengan pengadministrasian anak angkat

dan dampaknya terhadap pencatatan pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka
Sebelum penyususnan penelitian ini dilakukan, ditemukan beberapa
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis diantaranya:
Skripsi yang berjudul “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung
Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” yang ditulis
oleh M.Luthfi Mustahdi.® Pada penelitian tersebut membahas mengenai

hukum kebiasaan yang berada dimasyarakat tentang pengangkatan anak yang

8 M. Lutfhfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta
Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)”,
https://repositoryuinsu.ac.id/information.html.


https://repositoryuinsu.ac.id/information.html

dilakukan berdasarkan sistem kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua
tanpa adanya proses penetapan dari pengadilan. Akibatnya, status hukum
anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orangtua angkat dalam akta
kelahiran maupun akta kependudukan lainnya. Hal ini terjadi disebabkan
karena adanya kerjasama antara orangtua angkat dengan petugas pembuatan
akta kelahiran sehingga terjadinya pemalsuan data terhadap pembuatan akta
kelahiran. Hasil dari penelitian ini pengangkatan anak tersebut secara hukum
Islam tidak dapat merubah hubungan nasab antara seorang dengan ayah
kandungnya, sekalipun secara administrasi negara ia tercatatkan sebagai anak
dari ayah angkatnya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Luthfi Mustahdi
dengan penelitian penulis adalah antar keduanya berkaitan dengan kesamaan
tema yang diambil yaitu mengenai anak angkat yang tercatatkan sebagai anak
nasab. Hanya saja penelitian yang dikaji oleh penulis akan meneliti terkait
dampak dari pencatatan anak angkat sebagai anak kandung pada pencatatan
pernikahan serta penentuan wali (binti) yang tercatat pada buku nikah apakah
ayah angkat sesuai dengan akta kelahiran ataukah sesuai dengan hukum
Islam.

Penelitian relevan selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh H. Saubari,
M.Pd.I selaku kepala KUA Kertak Hanyar, Kalimantan Selatan yang berjudul
“Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah”® pada penelitian tersebut

membahas mengenai Tabanni atau pengangkaan anak angkat yang menjadi

® Saubari, “Adopsi dan Keruwetan Pencatatan Nikah”, (Kertak Hanyar: Kantor wilayah
Kemenag Kalimntan selatan, 2020), https://kalselkemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-
Keruwetan-Pencatatan-Nikah, Diakses pada:14 Maret 2021 pukul 22:36 WIB.


https://kalselkemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah
https://kalselkemenag.go.id/opini/692/Adopsi-dan-Keruwetan-Pencatatan-Nikah

anak kandungnya dan tercatatkan dalam administrasi kependudukan sehinga
dalam hal ini terdapat penyelewengan dalam administrasi dan pengaruhnya
terhadap penentuan wali nikah bagi anak.

Persamaan hasil karya yang dituliskan oleh H. Saubari, M.Pd.l dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai masalah
problematika antara ayah angkat dengan ayah kandung pada anak angkat dan
hubungannya pada pernikahan. Adapun perbedaanya penelitian ini adalah jika
penelitian yang dituliskan H. Saubari, M.Pd.l lebih berfokuskan pada
penjelasan teori tentang tabanni serta mengomentari permasalahan Tabanni
atau penyelewengan pengangkatan anak pada administrasi kependudukan,
sedangkan penelian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokuskan
penyelesaian masalah Tabanni dalam administrasi pernikahan dan pencaatan
buku nikah melalui Ijtihad yang dilakukan oleh kepala KUA.

Penelitian relevan selanjutnya artikel ilmiah dalam Jurnal Penikiran
Hukum Islam, Al-Mizan oleh Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak tentang
“Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus
Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran”.!® Dalam penelitian ini membahas
bagaimana peran eksistensi penghulu pada pecatatan perkawinan anak angkat
yang mana ayah angkatnya tertuliskan pada kutipan akta kelahiran anak yang
akan menikah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa keberadaan penghulu
belum maksimal dalam menangani kasus tersebut dikarenakan masih adanya
beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat

tekait prosedur pernikahan dan hukum perkawinan tentang pengangkatan

10 Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak, “Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan
Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akta Kelahiran”, (Gorontalo: Al-Mizan,
Jurnal Pemikiran Hukum Islam, no.2,X1V,2018), https://coreacuk/download/pdf/228816053.pdf.



anak yang dinasabkan kepada ayah angkat akan berpengaruh pada pencatatan
perkawinan terutama dalam penetapan pencatatan wali anak angkat pada
buku nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak
berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu
pencatatan perkawinan terhadap kasus anak angkat yang tercatatkan dalam
akta kelahiran. Hanya saja penelitian ini menggunakan metode pendekatan
deskriptif kualitatif yuridis. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif naratif dari data dan
sumber yang didapat baik berupa wawancara terhadap kepala KUA sumber
sekunder lainnya.

Penelitian relevan lainnya yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Wahyu
Utami dan Peni Rinda Listyowati tentang “Analisis Yuridis Kedudukan Anak
Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran” !
Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan pengangkatan
anak yang berstatuskan anak kandung serta akibat hukum yang timbul
didalamnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses pengankatan anak yang
berstatuskan anak kandung dalam akta kelahiran bermula dari proses
penetapan Pengadilan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Setelah
mendapatkan surat keterangan atau surat putusan dari pengadilan barulah
orangtua angkat mencatatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahiran

kepada catatan sipil dan dinas kependudukan setempat. Adapun akibat hukum

11 Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat
yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”, (Semarang: Konverensi Ilmiah
Mahasiswa UNISSULA, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, No0.2720-913, 2020),
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/9083/4741.
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dari pengangkatan anak angkat yang tercatatkan sebagai anak kandung adalah
bahwa anak tersebut secara hukum agama masihlah bernasabkan pada ayah
kandungnya, sekalipun dalam akta kelahiran ia tercatatkan sebagai anak dari
ayah angkat nya. Oleh karena nya, anak angkat tersebut hanya dapat
memperoleh harta peninggalan dari ayah angkat melalui wasiat wajibah yang
jumlah yang diberikan maksimal satu pertiga dari harta yang ditinggalkan.
Dari penelitian tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang
dituliskan oleh penulis karena berkaitan dengan tema yang sama terkait anak
kandung yang tercatatkan dalam akta nikah. Hanya saja, penelitian yang
dilakukan oleh penulis selain membahas terkait anak angkat yang tercatatkan
dalam akta kelahiran namun juga namun juga pengaruhnya terhadap
administrasi pernikahan. Untuk metode yang digunakan Wahyu Utami dan
Peni Rinda L adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan penulis
melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskkriptif
naratif dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil penemuan lapangan
berupa wawancara terkait pemikiran kepala KUA Kota Pekalongan terhadap

penetapan wali nikah anak angkat pada buku nikah.

E. Landasan Teori
Secara umum wali dapat diartikan sebagai setiap orang yang memiliki
wewenang dan kedudukan untuk bertindak berkenaan dengan atas nama

orang lain.!? Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

12 Amir syarifudin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” Cet. Kel (Jakarta: Kencana
Prenadamedia group, 2006), 69.
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Perlindungan Anak mengartikan wali yaitu orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap
anak.’* Namun penempatan wali dalam pernikahan bukan lagi berkenaan
dengan pengasuhan anak. Wali nikah merupakan seseorang yang memiliki
kewenangan dan hak perwalian untuk mengawinkan anak seorang wanita
kepada seorang laki-laki dalam suatu akad pernikahan.*

Wali nikah merupakan setiap orang yang memiliki hak menikahkan
orang lain (perempuan) yang berada dalam kuasanya.r® Dalam hal pernikahan
wali berasal dari pihak perempuan untuk menikahkan dirinya kepada laki-laki
yang akan menjadi suaminya, baik itu wali nasab maupun wali hakim.

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam perkawinan, maka perkawinan
dapat dikatakan tidak sah tanpa hadirnya seorang wali. Pasal 19 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya.”*® Dalam nash Al-Qur’an memang tidak disebutkan secara
spesifik tentang keberadaan wali dalam pernikahan. Namun, terdpat beberapa
ayat sebagai isyarat nash yang menunjukkan tentang menghendaki adanya
wali.l” Selain itu wajibnya seorang wali dalam pernikahan juga dijelasan

dalam hadis Nabi Muhammad saw.

13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Pasal 1 ayat (5).

14 Zainuddin Ali, “Hukum Pedata Islam di Indonesia”, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika,

2009), 15.

15 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah,

Dan Praktiknya di Indonesia” (Lampung: Al-Adalah, jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan
Lampung, No.2, Juli, X, 2011), 167, https://www.neliti.com/publications/57441/kedudukan.

6 Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1991/

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

17 Amir syarifudin,“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”,.., 70.
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Artinya: “Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya Abi Burdah
radhiyallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak
ada pernikahan tanpa adanya wali”. (Riwayat Imam Ahmad dan
Imam Arba’ah?® dan dishohih kan Imam Madaniy, Imam
Tirmidzi, Imam Ibn Hibban.) hadis lainnya diriwayatkan oleh
imam arba’ah
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Artinya: “Dari Aisyah r.a. menceritakan bahwa Rasululah saw. bersabda:
Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka
pernikahan tersebut batal”. Telah mengeluarkan hadis ini imam
arba’ah?? kecuali imam An-nasa’i dan dishohihkan oleh Abu
Awanah Ibn Hibban dan Hikam

Wali sebagai rukun dan syaratnya perkawinan, maka sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu syarat perkawinan
yang tidak terpenuhi. Kemudian, batalnya perkawinan terjadi apabila tidak
terpenuhinya syarat formil maupun materil dari suatu perkawinan, seperti
perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai yang berwenang,

cacatnya syarat wali yang menyebabkan walinya tidak sah, tidak dihadiri dua

18 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Bulugh al-Marom
min Adillati al-ahkam” (Al-Kharomain), 214.

19 Dalam kitab Bulugh al-Marom min adillati al-Ahkam , yang dimaksud dengan imam
arba’ah yaitu Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-nasa’i., 10.

20 https://ayosiapnikah.blogsot.com/2014/04/hadits-tentang-wali-nikah-didalam.html.
diakses pada tanggal 7 Maret 2022

Zllmam Ibnu Hajar Al-Asyqolani, “Bulughul Maram, Jilid 2, Cet.I” Terjemahan oleh K.H.
Kahar Mansuyur (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 978.

22 Imam arba’ah yaitu Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-nasa’i.
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orang saksi. Apabila terjadi hal demikian maka suatu perkawinan dapat
dibatalkan atau pembatalan perkawinan yang diajukan oleh keluarga, suami
istri maupun jaksa.?

Adanya peraturan tentang perlunya wali dalam pernikahan memiliki
fungsi khususnya bagi pihak perempuan vyaitu sebagai pelindung dari
perbuatan laki-laki yng tidak bertanggung jawab nantinya dan tidak bermoral,
selain itu wali dapat meminimalisir terjadinya perzihahan. Karena seandainya
jika pernikahan tidak diwajibkan adanya seorang wali, maka tentunya akan
banyak seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Sehingga akan
banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan sulit
untuk dipertanggung jawabkan.?*

Namun pada era sekarang ini, persoalan wali nikah menjadi salah satu
problematika perkawinan. Khususnya pada perkawinan yang disandingkan
dengan problematika pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melalui julur pengadilan tertuang dalam pasal 1 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang
anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat.”® Pengangkatan anak yang
didasarkan dengan alasan kesepakatan antar orang atau melalui adat

kebiasaan di masyarakat hanya dapat dilakukan jika hal tersebut tidak

23 Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26
ayat (1).

24Neng Irama Purnamasari, “Perwalian Wali Angkat Dalam Pernikahan Prespektif Figh”, 3.

% Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat
yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”,.., 359.
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menyalahi peraturan perundang-undangan dan dilakukan semata-mata untuk
kebaikan anak tersebut.?®

Untuk mencapai perlindungan atas calon anak angkat tersebut maka
pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta telah
memperoleh izin dari instansi sosial, maka selanjutnya dimintakan surat
penetapan dari Pengadilan Agama guna adanya pengakuan dan perlindungan
hukum secara legal tentang pengangkatan anak tersebut. Adanya surat
pernyataan dari Pengadilan Agama tadi menjadi pengantar unuk diterbitkan
nya akta kelahiran anak angkat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
setempat.?’

Dengan adanya peraturan dan prosedur tentang pengangkatan anak
menjadi perhatian besar karena hal tersebut berkaitan dengan perwalian anak
angkat yang tercatatkan dalam administrasi kependudukan yang nantinya
berkaitan secara langsung dengan administrasi pencatatan pernikahan.
Siapakah yang nantinya tertera sebagai wali dan ayah kandung pada buku
nikah.

Pasal 12 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia N0.20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menjelaskan bahwa Kklasifikasi wali
nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.?® Adapun

penggunaan wali hakim apabila tidak adanya wali nasab yang menikahkan.

% Republik Indonesia, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak,
pasal 39 ayat (1).

27 Wahyu Utami, dan Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat
yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”,.., 360.

28Republik Indonesia, Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan, H.11.
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Namun dalam penetapan ayah kandung pada pencatatan administrasi
pernikahan yang dalam hal ini dimuat dalam buku nikah tidak dijelaskan
secara spesifik baik dalam peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum
Islam maupun nash Al-Qur’an.

Sejarah tentang peraturan pernikahan telah ada pada masa penjajahan.
Dimulai dari lahirnya Undang-undang Nomor.22 Tahun 1946 jo Undang-
undang Nomor.32 Tahun 1954, semua hal yang berkaitan dengan nikah, talak
rujuk yang dilakukan oleh umat Islam diawasi secara langsung oleh pegawai
yang ditunjuk oleh Mentri Agama dan diberitahukan kepada pegawai pencatat
nikah. Dengan demikian suatu pernikahan dapat dilegalkan dan mendapat
kepastian hukum. Hingga adanya Undang-undang Nomor.1l tahun 1974
tentang Perkawinan juga mengatur tentang wajibnya pencatatan perkawinan
bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan.?®

Dari berbagai macam problematika hukum yang ada di Indonesia yang
belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, maka
dalam pengambilan hukumnya akan diambil berdasarkan putusan dari
penguasa atau pemimpin dari setiap lembaga. Penggalian hukum akan
dilakukan oleh para pemimpin melalui berbagai macam cara salah satunya
terkait problematika pencatatan wali nikah anak angka pada buku nikah.
Tidak sedikit dari Kepala KUA yang menggunakan metode penemuan hukum
Islam dan kaidah figh dalam menetapkan suatu problematika pernikahan yang
belum diatur secara legal dalam Undang-undang maupun peraturan Mentri

Agama.

29 Wasman, dkk, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) yang berfokuskan pada pencarian data
dan informasi secara langsung di lapangan.
2. Pendekatan penelitian
Jenis pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu berupa pendekatan
kualitatif yang mana prosedurnya berupa deskriptif naratif dari para
narasumber yang nantinya akan diarahkan pada latar dan perilaku individu
secara utuh®. Penulis melakukan observasi lapangan dan melakukan
wawancara kepada kepala KUA ataupun dan penggalian data kepada
petugas administrasi pernikahan yang ada di KUA Kota Pekalongan.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang dapatkan dari sumber pertamanya
secara langsung.®! Didalamnya berupa fakta-fakta yang terdapat
dilapangan baik berupa hasil wawancara ataupun observasi lapangan.
Penulis menggunakan sempel kasus perkawinan anak angkat yang
ada di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan yang kemudian dilanjutkan
akan dianalisis secara umum oleh para kepala KUA yang ada di Kota
Pekalongan dengan teknik wawancara secara langsung kepada kepala

KUA yang ada di Kota Pekalongan Selatan yaitu KUA Kecamatan

30 Lexy J. Meleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), 2.
31 Sumadi Suryabrata, “Metode Penelitian” (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
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Pekalongan Selatan, KUA Kecamatan Pekalongan Timur, KUA
Kecamatan Pekalonan Utara dan KUA Kecamatan Pekalongan Barat
sebagai sumber data primer dalam penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan
pendukung dari data primer baik data yang sudah digabungkan maupun
data yang dikerjakan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk
penerbitan seperti literatur buku penunjang, karya tulis ilmiah atau
literatur lainnya terutama yang berkaitan dengan permasalahan
penulisan ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Observasi langsung di lapangan
Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mencermati serta
melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.
Penulis melakukan observasi di KUA Kota Pekalongan terkait kasus
problematika perbedaan data wali yang tercatatkan dalam administrasi
kependudukan serta blangko pendaftaran kehendak nikah dengan wali
yang tercatatkan dalam buku nikah.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses pertemuan antara si pewawancara
dengan informan guna memberikan penjelasan dan bertukar fikiran

melalui tanya jawab sehingga dapat diketahui makna dan pembahasan
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tertentu.®> Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mengunakan
sistem wawancara tak stuktur, artinya pewawancara menanyakan segala
hal yang berkaitan dengan penelitian terlepas dari urutan daftar
pertanyaan, namun semua itu tidak lepas pada pedoman wawancara
yang telah dibuat. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala KUA
Kecamatan Pekalongan Selatan, kepala KUA Kecamatan Pekalongan
Timur, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, dan kepala KUA
Kecamatan Pekalongan Barat sebagai sumber primer dan petugas
pemeriksa pernikahan yang dalam hal ini adalah Penghulu sebagai
validitas data.
c. Dokumentasi
Dalam hal ini dokumentasi menggunakan teknik penumpulan data
melalui dokumen-dokumen berupa informasi yang digali dari sumber-
sumber tertulis seperti buku, jurnal, arikel.
5. Teknis Analisis Data
Analisis data yaitu upaya pencarian hasil dari observasi, wawancara,
dan lainnya yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya menumbuhkan
pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, kemudian disajikan
sebagai temuan bagi orang lain.>® Teknis analisis data yaitu dari data khusus
terhadap suatu kasus yang sama kemudian dianalisis secara universal atau

umum berdasarkan pendapat para Kepala KUA yang ada di Kota

32 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta,
2017), 231.

33 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif’, Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, UIN Antasari
Banjarmasin, 17 ,No. 33 (2018): 4, https://www.researchgate.net/publication/331094976.


https://www.researchgate.net/publication/331094976

18

Pekalongan. Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis data
yaitu:
a. Reduksi data
Reduksi data atau proses. yang digunakan dalam penyederhanaan
data guna memudahkan dalam penerikan kesimpulan melalui tahap
seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi suatu
informasi yang bermakna. Dalam penyerderhanaan data penulis
mengunakan tahap yang dimulai dengan penyeleksian data pernikahan
yang menjadi sempel dari KUA yang ada di Kota Pekalongan yang
berfokuskan pada permasalahan pada calon pengantin yang memiliki
perbedaan data administrasi ayah nasab dan dalam administrasi
kependudukan (ayah angkat).
b. Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dalam bentuk
deskriptif naratif yang diperoleh dari hasil keterangan Kepala KUA
Kota Pekalongan seputar perkawinan anak angkat mulai dari admiistrasi
perkawinan hingga pencatatan perkawinan anak angkat pada buku
nikah.
c. Analisa
Analisa dalam penelitian ini berisi tentang apa yang melatar
belakangi pengambilan putusan kepala KUA Kota Pekalongan dalam
penetapan wali nikah anak angkat yang tertuliskan dalam buku nikah
baik itu ditinjau dari segi maslahah mursalah, atau tujuan hukum yang

ada didalamnya.
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d. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah tahap ahir dalam menganalisis data,

dengan cara membandingkan reduksi data yang diperoleh antara satu

sumber dengan sumber lainnya namun tetap mengacu pada rumusan

masah. Dengan demikian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai

dengan permasalahan yang akan diteliti.
Validitas Data

Validitas ditujukan guna suatu informasi yang didapatkan dalam
penelitian dapat dipertanggung jawabkan.®* Data penelitian dapat dikatakan
vailid apabila sesuai dengan permasalahan atau kevalidan suatu konsep yang
diteliti. Penulis menggunakan metode Triangulasi sumber sebagai upaya
pemeriksaan keabsahan data dengan melibatkan pihak lain untuk
pengecekan dan pembanding data yang didapatkan.®® Untuk itu, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi maupun
wawancara terhadap tiga sumber yang dimintai keterangan sebagai penguat
keabsahan data yang diperoleh. diantaranya yaitu: pertama, Petugas
Pengadministrasi KUA Kota Pekalongan. Kedua, Penghulu KUA Kota
Pekalongan, dan ketiga, Kepala KUA Kota Pekalongan yang dalam hal ini
menjadi hakim atau pemutus dalam penentuan wali nikah anak angkat yang

tertuliskan dalam buku nikah.

34 Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”

(Surakarta:. 2014), 113, http://Ippm.universitbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf.

116.

% Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”,..,
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G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisandalam penelitian yang dilakaukan oleh peulis
terbagi menjadilima bab pembahasan. Setiap bab nya akan berisi beberapa
sub pembahasan yang dirangkai guna penelitian ini tersusun secara
sistematis. Adapun rincian sistematika penelitian ini adalah:

BAB | Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Wali Anak Angkat dan Administrasi Perkawinan. Pada bab ini
berisi tentang teori wali, anak angkat dan administrasi termasuk juga proses
pencatatan perkawinan yang ditinjau darisegi hukum positif di Indonesia
maupun Hukum Islam.

BAB Il Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah Di
KUA Kota Pekalongan. Pada bab ini akan menjabarkan tentang hasil
temuan dilapanan yang meliputi Implementasi Pencatatan Wali Nikah Anak
Angkat Pada Buku Nikah di KUA Kota Pekalongan dan Pemikiran Kepala
KUA Terhadap Penentuan Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat pada Buku
Nikah.

BAB 1V Analisis Pemikiran Kepala KUA Kota Pekalongan Dalam
Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah. Pada bab ini
merupakan analisis dari pemikiran Kepala KUA yang berada di Kota
Pekalongan dalam penetapan wali nikah anak angkat dan pencatatannya
pada buku nikah. Analisis dilakukan dari segi hukum positif maupun teori

Figh dalam Islam.
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BAB V Penutup. Pada bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh penulis yang disajikan berupa kesimpulan dan
saran berdasarkan hasil materi, temuan lapangan beserta analisa yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian, proses pencatatan administrasi perkawinan anak
angkat di KUA Kota Pekalongan yang memiliki perbedaan wali secara
administratif kependudukan dengan wali nasab yang dalam hal ini menjadi
wali nikah anak angkat, dilakukan layaknya perkawinan ada umumnya.
Sebagaimana yang diatur dalam 4 Peraturan Mentri Agama Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Mulai dari pendaftaran
pernikahan, pemeriksaan pernikahan, hingga pencatatan perkawinan.
Terkait penulisan nama wali atau binti dari anak angkat dalam buku nikah,
masing-masing kepala KUA di Kota Pekalongan memiliki prespektif yang
berbeda-beda dalam berijtihad. Pencatatan wali nikah anak angkat di KUA
Kota Pekalongan terdapat dua model penulisan yang berbeda. Pertama,
nama binti anak angkat tertuliskan nama wali angkatnya sebagaimana yang
tertera dalam administrasi kependudukan (KUA Kecamatan Pekalongan
Selatan, KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan KUA Kecamatan
Pekalongan Timur). Kedua, nama binti anak angkat tersebut tertuliskan
nama wali nasabnya sebagaimana (KUA Kecamatan Pekalongan Utara dan
KUA Kecamatan Pekalongan Timur).

2. Analisis pemikiran kepala KUA Kota Pekalongan terhap pencatatan wali
nikah anak angkat yang pertama merupakan sebuah keputusan untuk

menjembatani antara hukum Islam dengan hukum administrasi yang terus

80
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berkembang yang bertentangan. Mengingat pada zaman sekarang kesamaan
administrasi kependudukan termasuk perkawinan suatu hal yang penting
bagi kelangsungan hidup seseorang. maka kebijakan kepala KUA tersebut
merupakan titik tengah untuk menjembatani antara hukum Islam dengan
hukum administrasi perkawinan yang berpegang teguh pada prinsip
Maslaha Mursalah dan saddu ad-Dzariah. Untuk menghindari pengkaburan
identitas wali antara ayah kandung dengan ayah nasab, dan menghindari
akibat hukum seperti dalam hal keprdataannya nya maka kepala KUA
memberikan catatan tambahan pada buku nikah yan menerangkan bahwa
anak tersebut merupakan anak angkat. Kedua, putusan kepala KUA untuk
tetap mencatatkan wali atau bimti anak angkat pada buku nikah
dikembalikan kepada wali nasabnya, sesuai dengan hukum Islam yang
tentng asal usul anak dan juga pengangkatan anak dalam Islam (tabbani)
sebagaimana pesan yang ada dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5. Menurut beliau
dalam pengambilan utusan ini, perbedaan nama wali yang ada dalam
administrasi kependudukan dengan nama wali dalam buku nikah tidak
memiliki pengaruh yang siknifikan dalam hidup seseorang. Karena antara
buku nikah dengan ijazah maupun administrasi kependudukan lainnya
adalah hal yang berbeda.
B. Saran
1. Bagi KUA Kota Pekalongan
Mengingat pernikahan anak angkat yang memiliki perbedaan nama
wali dalam administrasi kependudukan dengan nama wali nasabnya kerap

terjadi di beberapa wilayah Kota pekalongan dan setiap kepala KUA yang
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ada di Kota Pekalongan memiliki prespektif yang berbeda-beda dalam hal
pencatatan wali nikah anak angkat, maka alangkah lebih baiknya jika hal
ini bisa didiskusikan bersama dan dibuat peraturan khusus sehingga
terdapat keseragaman dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan
wali nikah anak angkat.

2. Bagi Masyarakat

Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak memiliki dampak yang

serius baik dalam hal keperdataan, penentuan wali dan nasab salah satunya
pada pencatatan perkawinan. Maka alangkah baiknya bila lebih tertip
dalam adminisrasi kependudukan khusnya dalam pengangkatan anak harus
dilakukan melalui prosedur yang telah diatur oleh agama dan negara.
Karena menghindari adanya kesalahan dalam data administrasi dan
penentuan nasab seorang anak pada jangka waktu yang lebih panjang.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian yang
lebih dalam dengan fokus penelitian yang lebih luas dan tempat yang berbeda.
Sehingga dapat meningkatkan khazanah keilmuan khususnya terkait pencatatan

perkawinan anak angkat.
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PEMIKIRAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN WALI NIKAH ANAK

ANGKAT PADA BUKU NIKAH

A. IDENTITAS NARASUMBER

1.
2.
3.

NAMA
NIP
JABATAN

B. PELAKSANAAN

1.
2.
3.

HARI/TANGGAL
WAKTU
TEMPAT

C. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-1

1.

Selama dua tahun kebelakang ada berapakah kasus perkawinan anak
angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi
kependudukan dengan wali ayah kandung yang menjadi wali dalam
penikahan?

Bagaimana proses administrasi pencatatan pernawinan anak angkat
yang memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan
dengan wali ayah kandung yang menjadi wali dalam penikahan?
Dalam proses pemeriksaan perkawinan anak angkat, apakah anak
angkat tersebut sudah mengetahui bahwa ayahnya merupakan ayah
angkat?

Apa yang menjadi problematika dalam pencatatan administrasi
perkawinan anak ankat tersebut?

Bagaimana pencatatan perkawinana anak angkat dalam buku nikah/
kutipan akta nikah?



D. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-2

1.

Apa pendapat kepala KUA terhadap perkawinan anak angkat yang
memiliki perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan
dengan wali ayah kandung?

Dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan wali nikah anak
angkat dalam buku niah, apakah Kepala KUA melibatkan orang lain
seperti tokoh agama atau penghulu di KUA?

Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan
menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas bagaimana
pendapat kepala KUA Kecamatan Pekalogan Selatan dalam pencatatan
administrasi kependudukan anak angkat?

Dalam keputusan yang diambil dalam pencatatan wali perkawinan
anak angkat pada buku nikah apakah menyalahi aturan yang ada dalam
Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5?

Apa yang menjadi dasar dalam dan landasan yang digunakan dalam

pengambilan putusan tentang pencatatan perawinan anak angkat?



TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber I: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat (Ex.kepala
KUA Pekalongan Selatan periode 2017-2021)

IDENTITAS NARASUMBER

1
2
3.
4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Barat

NAMA : H. Agus Yahya, S.Ag, MH
NIP 119710817 200212 1 003
HARI/TANGGAL : Senin, 10 Januari 2022

DAFTAR PERTANYAAN

1.

Selama bapak menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Pekalongan

Selatan, ada berapakah kasus perkawinan anak angkat yang memiliki

perbedaan nama wali dalam administrasi kependudukan dengan wali

ayah kandung yang menjadi wali dalam penikahan?

Jawab: “Ah yo ndak hafal, tapi setiap tahunnnya pasti ada.”

Kira-kira pertahunnya berapa kasus pak?

Jawab: “Ndak banyak mbak, paling satu dua atau tiga dalam setiap
tahunnya kasus itu pasti ada.”

Dalam proses pemeriksaan perkawinan anak angkat, pernahkah ada

calon pengantin anak angkat tersebut belum mengetahui bahwa dia

anak angkat dari ayah atau wali yang tertuliskan dalam kutipan akta
kependudukan?

Jawab: “Ndak pernah ada, semua anak angkat tersebut sudah
mengetahui bahwa dia anak angkat dari ayahnya tersebut.”

Apa yang menjadi problematika dalam pencatatan administrasi

perkawinan anak ankat tersebut?

Jawab: “Jadi problematikanya itu kan di ijazahnya kan nama anak
angkat, aktanyaa juga anak angkat. Terus di buku nikahnya kan
kalok penulisan bintinya ndak saaya tuliskan ayah angkatnya
kan kasihan. Kalau dia jadi orang penting gimana. Nah nanti

dicatatan perkawinannya itu ditulis nama ayahnya yang tertulis



(binti) nya itu tertuliskan ayah angkat tapi walinya tetap pada
wali nasabnya. Nah semacam itu bisa mencegah tindakan tanpa
menkaburkan nama wali nikah yang sebenarnya. Terus ada juga
yang dikosongkan pada penulisan bintinya dikosongkan/ tidak
diisi nama wali. Semua menjadi kebijakan kepala KUA untuk
mencatatkan nya siapa dan bagaimana.”

5. Kalau di KUA kecamatan Pekalongan Selatan pencatatan dalam buku
nikah anak angkat seperti apa pak?

Jawab: “kalau di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan menuliskan
nama wali dalam penulisan binti tertuliskan ayah angkatnya.
Sedangkan di kolom wali nikah tertuliskan ayah kandungnya
atau wali nasab yang sebenarnya. Nah nanti di halaman terakhir
buku nikah diculiskan catatan bahwa anak tersebut adalah anak
angkat."

6. Dalam pengambilan keputusan terhadap pencatatan perkawinan anak
angkat pada buku nikah, apakah bapak melibatkan orang lain, seperti
penghulu atau tokoh masyarakat?

Jawab: “Tidak, saya sendiri”

7. Apa yang menjadi dasar dalam kebijakan yang bapak ambil dalam
pencatatan perkawinan anak angkat pada buku nikah?

Jawab: “Saya mencatatkan demikian melihat pada aspek kemanusiaan.
Karena anak tersebut sudah diasuh dan dibesarkan oleh ayah
angkat yang kemudian anak angkat tersebut dituangkan dalam
akta kelahiran. Kalau kita lihat kan ngga mungkin data sudah
bener semua dari awal mulai dari akte kelahiran, ijazah SD
sampai pendidikan terakhir anak tersebut, pas ketemu di buku
nikah kok beda. Kan saya melihatnya kasihan. Ya aturannya
bahwa seorang calon pengantin baik perempuan maupun laki-
laki harus mencantumkan KTP, KK, bukti tanda lahir atau akta
kelahiran maupun surat kelahiran, dan sebagai komplemen
pelengkapnya adalah ijazah. Permasalahannya calon pengantin

itu tidak semuanya yang tercatatkan adalah ayah kandung.



Kadang yang tercantumkan adalah ayah ankat, nah hal ini
berdampak pada saat proses pernikahan pada perwalian,
sementara bukti admiistrasi kenegaraan semuanya adalah
menggunakan ayah angkat. Tentu ini kan akan menjadi problem,
ketika ia akan mendaftar sebagai pegawai, DPR, dll akan
menjadi peroblematika karena bukti administrasi perkawinan
berbeda atau tidak sama. Kalau ini tidak disikapi dengan baik
kan akan menjadi masalah. oleh karena itu untuk tidak
mengkaburkan aspek hukum dan untuk menjembatani antara
hukum Islam dengan administrasi kependudukan yang ada di
Indonesia kepala KUA memutuskan demikian. Karena
bagaimanapun orang tua angkat tidak dapat menjadi wali. Nah
seringnnya yang menjadi masalah itu anak angkat, anak angkat
yang ada dimasyarakat tidak berasarkan putusan dari pengadilan
atau secara kasarnya adalah anak illegal. Nah disitulah letak
problematika dan kesalahan awal dalam pengangkatan anak.
Sehingga ketika kepala KUA tidak mencantumkan nama ayah
angkatnya pun sebenarnya tidak masalah karena dia illegal
dalam pengangkatan anak tersebut. tapi selama ini saya tidak
menemukan adanya bukti putusan pengangkatan anak angkat
dari pengadilan, sehingga saya pun mantep untuk menvatatkan
demikian. Nah kalau saya terlepas dari anak itu illegal atau tidak
karena akta itu yang mengeluarkan dukcapil maka saya anggap
itu adalah sebagai keabsahan. Karena itu keabsahan maka saya
berjalan di dua kaki untuk mempertahankan aspek hukum secara
administrasi maupun hukum Islamnya.”

8. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan
menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas bagaimana
pendapat kepala KUA Kecamatan Pekalogan Selatan dalam kasus
tersebut mulai dari pengangkatan anak hingga pencatatan administrasi
kependudukan anak angkat apakah menyalahi aturan yang ada yang

dalam ayat al-Qur’an tersebut?



Jawab: “sebetulnya kan kalau menasabkan anak angkat menjadi anak
kandungkan memang tidak boleh, hal ini kan tercerminkan pada
ayat yang menceritakan tentang pengangkatan Zaid bin
Haritsah, anak angkat dari Rosulullah saw. ya memang
menasabkan anak angkat sendiri memang tidak boleh”

9. Kemudian jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan anak angkat
yang penulisan bintinya tertuliskan nama ayah angkat apakah termasuk
dalam kategori penasaban anak angkat?

Jawab: “ya kalok itu kan kaitannya dengan administrasi negara.
Administrasi negara itu kan kaitannya melihat pada masa depan
anaknya bagai mana untuk kelangsungan hidup seperti kaitan

dengan pekerjaan dan lain-lain”

+«» Narasumber Il: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA : Subkhan, S.Pd.1

2. NIP : 19760825 200604 1 002

3. HARI/TANGGAL : Jum’at, 14 Januari 2022

4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Selama bapak menjabat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan
pernahkah ada kasus pernikahan anak angkat yang secara administrasi
kependudukan tertuliskan sebagai anak kandung dari orang tua angkat?
Jawab: “Baru saja kemarin saya menikahkan dengan kasus yang sama.
Yang pertama di kuripan lor yang kedua di Yosorejo. Yang di
yosorejo itu malahan anak angkat nya diadopsi dua kali yang
pertama diikuti oleh pamannya kemudian diikuti (diasuh)

kembali oleh kakak nya. Itu bintinya itu beda-beda.”
2. Bagaimana penulisan nama wali (binti) anak angkat pada buku nikah di
KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan keputusan Kepal

KUA yang sekarang?



Jawab: “Nah sekarang yang dimaksudkan binti itu apa si? Orangtua
secara biologiskan? Biologis secara syar’i artinya binti akan
tetap kembali kepada ayah kandungnya itu yang artinya
penulisannya (binti) sesuai dengan ayah kandung. Ngga ada
alasan! yang menjadi wali dan penulisannya tetap bapak
kandungnya sendiri. Kedua, yang berkekuatan hukum/legalitas
formal yang mana status hak asuh anak angkat harus diresmikan
ke Pengadilan Agama, itu baru dikatakan sah dan bisa dituliskan
dibuku nikah. Yang seperti itu maka walinya tetap ayah nasab
tapi yang tertuliskan dalam buku nikah boleh ayah angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan. Ketiga, win win solution yaitu
dilihat yang bersangkutan itu siapa? Contoh bagi seseorang yang
hendak melamar bekerja sebagai pejabat pemerintahan, CPNS,
atau lainnya, dimana pemberkasan administrasi sangatlah
penting maka ada kebijakan atau pengecualian yang dapat
diberlakukan untuk orang-orang tertentu hanya dipenulisannya.
Nah tapi kalau dilihat seseorang yang bersangkutan tidak
sekolah atau ijazahnya sampai SD atau SMP misalnya atau
dirasa tidak terlalu dibutuhkan pemberkasan administrasi seperi
ijazah, kartu kelahiran maka akan diarahkan untuk penulisannya
kembali kepadaorang tua nasabnya”

3. Untuk dua kasus terbaru terkait pernikahan anak angkat yang terjadi
KUA Kcamatan Pekalongan Selatan ini apakah dari keduanya
melampirkan surat putusan dari Penadilan Agama?

Jawab: “Mayoritas adopsi itu illegal”

4. Apa putusan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan selatan terkait
penulisan binti anak angkat pada buku nikah?

Jawab: “Kalau sini untuk penulisan wali secara umum/binti tetap ayah
angkat tapi penulisan wali nikah tetap pada wali nasab (dari
kasus dua tadi, soalnya dari kedua kasus tersebut sama-sama
sarjanah.) Adapun kalu terjadi kasus yang sama namun yang

bersangkutan tidak memiliki kepentinan dalam administrasi



maka akan diarahkan untuk penulisan binti kembali kepada ayah
kandungnya ”’
5. Apa dasar yang digunakan kepala KUA dalam pengambilan putusan
tersebut?

Jawab: “Atas dasar kepentingan atau Ijtihad. Kalau bukan kepentingan
tidak boleh. Harus berdasarkan kepentingan atau kemaslahatan”

6. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan
menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, lantas menurut bapak
apabila dalam penulisan binti anak angkat pada buku nikah adalah ayah
angkat apakah menyalahi aturan tersebut?

Jawab: “La itu dilemanya disitu, antara syar’i dengan administratif data
terbenturnya disitu. Satu sisi kita kan orang pemerintahan, kan
tau yang data-data yang berkekuatan hukum, kita ngga boleh lari
nggaboleh jauh dari data yang ada di dukcapil. Artinya, harus
sama nanti dampaknya akan ada di pernikahan. Makanya
sekarang marak isu pernikahan yang tidak tercatatkan. Karena di
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
perkawinan seperti itu, yang tidak tercatatkan di KUA dianggap
tidak ada pernikahan. Tapi dicatatan sipil ada kalimat
pernikahan tidak tercatat misal. Itu yang menjadi masalah
benturan antara kementrian agama dengan dukcapil. La kalo ada
pernikahan yang tidak tercatat otomatiskan bapaknya bisa
menjadi nasab. Tapi kalau menurut Undang-undang bapaknya
tidak dapat menjadi nasab karena dianggap tidak ada
perkawinan. Makanye pentingnya harus adanya pengakuan dan

penetapan dari Pengadilan agama”



+« Narasumber 111: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. NAMA : H. Masrur, S.Ag

2. NIP : 19710808 199803 1 008

3. HARI/TANGGAL : Rabu, 20 April 2022

4. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Utara

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah di KUA Kecamatan Pekalonga Utara pernah terjadi
pernikahan anak angkat yang meiliki perbedaan nama wali?

Jawab: “Ada”

2. Bagaimana pencatatan wali nikah anak angkat pada buku nikah,
apakah penulisan binti anak angkat tersebut mengikuti pada nama
wali angkatnya atau wali nasab anak tersebut?

Jawab: “Dalam hal apabila terdapat pernikahan anak angkat yang
tidak legal atau tanpa adanya keputusan dari pengadilan maka
kita tetap mendasarkan pada orang tua aslinya untuk
pencatatannya. Karena memang tidak ada perintah dari hukum
atau putusan dari pengadilan tentang pengangkatan anak yang
memerintahkan untuk pencatatan perkawinan anak angkat itu
dengan bapak angkat yang ini. Tapi kalo pengangkatan anak
yang ilegal kan tidak ada perintah dari hukum. Maka kami tetap
berpedoman pada asal usul anak tersebut. Dicatatnya tetap
merujuk pada bapak kandungnya walaupun didalam akta
kelahira, ijazah dan surat-surat lainnya itu tercatatkan ayah
angkatnya, tetapi karena pengangkatan anak itu kami anggap
ilegal tidak ada putusannya maka kita tetap menisbatkan pada
ayah kandungnya. Nah, dalam hal jika anak angkat itu atas
putusan pengandilan maka kami mancatatnya sesuai dengan
putusan pengadilan. Karena itu ada perintah dari pengadilan.
Nanti dalam pencatatanya boleh tertulis anak dari orangtua

angkat. Tapi dalam wali nikahnya adalah bapak nasabnya. Nah



nanti dalam catatan buku nikah nya diberi keterangan bahwa
anak tersebut adalah anak angkat berdasarkan putusan
pengadilan nomer sekian dan dikuatkan dengan aakta kelahiran
atau catatan sipil. Jadi yang demikian tidak menghilangkan asal
usul anak tersebut.”

3. Apa yang melatar belakangi dari putusan bapak untuk pencatatan
wali nikah anak angkat pada buku nikah?

Jawab:“Tabbani itu dilarang oleh hukum Islam karena dikhawatirkan
akan menjadi kacaunya nasab seseorang. Berbeda dengan anak
angkat yang diputuskan oleh pengadilan, karena didalam
putusan pengadilan itu tetap bahwa orang tua kandungnya tetap
orang tua dari anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya.
Sehingga apabila ada yang tidak terima untuk minta dicatatkan
(pengangkatan anak ilegal) itu sebenarnya mencatatkan anak
angkat sebagai anak kandungnya tanpa adanya putusan
pengadilan itu sudah melanggar hukum dan bisa dituntut. Wong
dudu anak e mok akui anake, Islam tidak memperbolehkan.
Sedangkan yang berdasarkan putusan pengadilan walaupun agak
bertentangan dengan hukum Islam karena diangkat, tetapi tidak
menjadi masalah atau ada kemaslahatan karena tidak
menghilangkan jejak dari nasab anak tersebut. yang tidak boleh
itu yang diangkat secara mutlak tidak ada hubungan kandung
dengan orangtua kandungnya. Beda dengan yang ditetapkan
pengadilan pengadilan itu tetap mengatur hubungan dengan
orangtua kandung dengan saudara-saudara kandungnya jika
ada.”

4. Bagaimana si anak angkat mengetahui wali nasabnya menjelang
pernikahan (yang pengangkatan anaknya tanpa ada putusan
pengadilan)?

Jawab: “Dari saksi, dan kerabat terdekat termasuk informasi dari pak

lebe”



5. Dalam pelafalan akad ijab qobul siapakah nama wali yang
tersebutkan dalam akad?

Jawab: “Tetap ayah kandung walaupun ada putusan dari pengadilan
agama, tapi ketika menikahkan dinisbatkan pada orangtua
kandungnya. Sedangkan orangtua angkat hanya tercatatkan
dalam buku nikah apabila berdasarkan putusan pengadilan. Dedi
seng ora ono putusan dek pengadilan yo ora tak catet neng buku
nikah”

6. Bagaimana tanggapan bapak terkait problematika pencatatan wali
nikah anak angkat pada buku nikah yang mana buku nikah sebagai
salah satu bukti autentik, yang disandingkan dengan data
kependudukan lainnya bagi kelangsungan hidup seseorang khususnya
bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam hal keselarasan data
administrasi kependudukan termasuk didalamnya buku nikah.
Contuhnya ketika akan mendaftar kerja, CPNS dll. Apakah
perbedaan nama wali dalam buku nikah tersebut akan menjadi
pengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang?

Jawab: “Begini, buku nikah, ijazah, adminduk (administrasi
kependudukan) itu menurut saya adalah tiga hal yang berbeda.
Buku nikah itu dibuat untuk membuktikan bahwa seseorang itu
sudah menikah secara sah secara hukum. ljazah adalah surat
yang menunjukkan bahwa seseorang telah menempuh jenjang
pendidikan tertentu. Administrasi kependudukan yang berupa
KTP dan KK itu menunjukkan identitas seseorang Yyang
menunjukkan bahwa dia adalah warga Indonesia. Maka,
menurut saya seseorang yang melamar pekerjaan yang dalam
buku nikahnya itu tidak sama nama orang tuanya dengan yang
ada dalam akte kelahiran maupun Kartu Keluarga itu tidak
masalah. karena seseorang tidak perlu membaca dan
membandingkan perbedaan antara buku nikah dengan lainnya
karena ketiganya itu merupakan surat pembuktian yang berbeda.

Contoh, dalam pendaftaran nikah ljazah itu tidak menunjukkan



anak itu adalah anak dari ini itu, tapi hanya menunjukkan bahwa
dia itu tamat pendidikan pada jenjang apa? sehingga untuk
syarat nikah itu bukan ijazah tapi akta kelahiran yang dibuat
dengan benar. Kalau akta kelahiran dibuat sudah benar maka
akta kelahiran itu tidak dapat mengalahkan akta nikah. Nah
adapun yang sudah terlanjur tertuliskan atau terjadi kesalahan
dalam pencatatan akta kelahiran ya ndakpapa nanti kami tetap
menghubungkan dengan yang tertera dalam catatan pernikahan.
Bahwa “Si A tercatat dalam adminduk sebagai putri dari bapak
B (ayah angkatnya) tetapi sesungguhnya dia adalah anak dari
pak C yang diangkat tanpa putusan pngadilan. Itu nantinya akan
membantu dalam memberikan pemahaman. Tidak ada masalah
kan? Nikahnya tetap sah, ijazahnya itu tetap sah karena
memenuhi persyaratan akademis kemudian akta kelahirannya yo
tetap sah karena memang dipalsukan dari awal. Yo monggo

tidak ada masalah.”

7. Dalam proses administrasi perkawinananak angkat yang memiliki

perbedaan nama wali apakah sama dengan pernikahan pada

umumnya?

Jawab: “sama tidak ada bedanya. Cuma nanti dalam pemeriksaan

baru ditemukan apabila terdaat hal-hal yang menunjukkan
kenyataan dengan teori itu berbeda nah nanti disitulah

diselesaikan.”

+« Narasumber IV: Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur (Ex.kepala
KUA Pekalongan Barat periode 2018-2021)

A. IDENTITAS NARASUMBER

1.

2
3.
4

NAMA : Abdoel Chodir, S.Ag
NIP : 19700214999031001
HARI/TANGGAL : Rabu, 20 April 2022

. TEMPAT : KUA Kecamatan Pekalongan Timur



B. DAFTAR PERTANYAAN

1.

Selama bapak menjabat kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat dulu

pernahkah ada kasus suatu problematika tentang pencatatan wali nikah

anak angkat yang tercatatakan secara administrasi kependudukan
dengan wali nikah yang menjadi wali dalam perkawinannya atau ayah
kandungnya?

Jawab: “Pernah, anak angkat yang dibuatkan akta kelahiran oleh ayah
kandungnya tapi tidak ada putusan dari pengadilan, la pas nikah
kok ada wali atau bapak kandung. Kalau seperti itu,maka seara
otomatis akta kelahiran itu tidak berlaku. Berarti harus diganti
peryaratan yang satu itu ditulis nama bapak asli”

Dalam pencatatan pernikhannya pak?

Jawab: “Iya dibuku nikahnya, termasuk jugapengajuan persyaratan
nikah harus sesuai dengan bapak asli. Kalau diketahui akte
klahiran itu yang tertuliskan bukan bapak asli nya maka akte
kelahiran itu tidak berlaku sejak diketahui itu.”

Sejak kapan bapak menjabat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan

KUA Kecamatan Pekalongan Timur?

Jawab: “Saya di KUA Kecamatan Pekalongan Barat mulai dari
pertengahan tahun 2018 sampai akhir tahun 2021, seelah itu di
awal tahun 2022 saya dipindah tugaskan di KUA Kecamatan
Pekalongan Timur.”

Selama bapak menjabat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, kira-

kira apakah kasus tentang perkawinan anak angkat yang memiliki

perbedaan nama wali itu apakah terjadi pada setiap tahunnya?

Jawab: “Yo pernah, tiap tahunnya hampir ada tapi data setiap tahunnya
berapa jumlahnya kurang tau”

Dalam problematika perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan

nama wali secara administrasi degan wali yang nasabnya. Bagaimana

putusan bapak dalam penulisan binti anak angkat yang tertuang pada
buku nikah?



Jawab: “Harapannya sesuai dengan nama bapak asli, tapi kadang-
kadang salah satu karena pertimbangan berbagai hal karena
sudah terlanjur dalam penulisan aktanya seperti itu maka kadang
ada pihak yang meminta untuk dicatatan nikah sesuai dengan
bapak yang ada pada akte namun penulisan wali nikahnya tetap
bapak asli. Cuma ya tadi penulisan bintinya anak angkat itu
minta dituliskan sesuai dengan akte kelahiran.”

6. Lalu apabila terjadi hal demikian maka penulisan nama binti yang
bapak tuangkan apakah tetap ayah nasabnya atau menuruti sesuai
dengan akta kelahiran?

Jawab: “Yo kalo memang diketahui itu memang bukan bapak
kandungnya nya saya tetap menuliskan bintinya sesuai dengan
nama bapak/ wali nasabnya yang asli. Tapi kadang ada satu dua
yang meminta untuk dituliskan sesuai akte kelahiran. Namun
meski demikian saya tetap condong untuk menuliskan binti
merujuk pada bapak atau wali asli anak tersebut. karena ada
riwayat kalau itu bukan bapak asli dituliskan nama lain (bukan
bapak aslinya) yaudah milih mau Yahudi atau Nasrani. Saya
selalu mengingatkan seperti itu. Tapi kalu tetap ada yang kekeh
ndak mau yaudah mau gimana? Tapi kan itu hanya secara
administrasi tok tapi secara hukum nya udah bener pakai bapak
asli.”

7. Selama bapak menjabat Kepala di KUA Kecamatan Pekalongan Timur
apakah pernah terjadi kasus demikian ?

Jawab: “kalau di KUA Kecamatan Pekalongan Timur sendiri setahu
saya jarang ada yang seperti itu mbak.pernikahannya pun
jarang”

8. Kalaupun ada apakah bapak akan melakukan pencatatan yang sama?
Jawab: “Ya, sama”

9. Dasar apa yang bapak gunakan dalam mengambil putusan tersebut?
Jawab: “Yang namanya akte kelahiran itu bukti autentik, sebenarnya

nga bisa dirubahkan? Kalau merubah akte harus sidang. La



kalau dulu mau ngrubah buku nikah harus sidang, tapi kalau
sekarang buku nikah berdasarkan akte. Padahal akte tidak bisa
dirubah. Nah apabila terdapat hal demikian (diketahui bapak
yang tertulis bukan bapak aslinya) maka yang dirubah bukan
aktenya tapi secara otomatis akte kelahiran itu tidak berlaku. La
dasar harus pakai akte itu kan berdasarkan PMA Nomor.20

tahun 2019 yang mengharuskan adanya akte kelahiran.”

10. Dalam administrasi pernikahan anak angkat yang ada di KUA

11.

12.

Kecamatan Pekalongan Timur secara umum apakah sama dengan
administrasi pernikahan pada umumnya?

Jawab: “sama, Cuma diketahui bahwa anak itu adalah anak angkat

adalah ketika pemeriksaan atau ada laporan dari pak lebe bahwa
anak itu adalah anak angkat. Nah baru kalo udah diketahui
bahwa bapaknya bukan bapak kandung nya maka dicoret dan
diganti nama bapak kandungnya pada persyaratan pernikahan.
Atau kita menyarankan pada pihak yang bersangkutan untuk
persyaratan pernikannya untuk diubah karena akte kelahirannya
tidak berlaku jika tanpa disertai putusan dari Pengadilan

Agama.”

Apakah bapak memberikan catatatan tambahan pada halaman akhir
buku nikah berkaitan denan problematika pencatatan wali nikah anak
angkat ini?

Jawab: “Ya mungkin kalau yang tidak mau dirubah (nama walinya)

dicatatan ditulis “berdasarkan akte ini bahwa yang tertulis
dalam akte kelahiran adalah bapak angkat” kalau seperti itu
ndak papa, asal yang berperan sebagai wali nikahna tetap bapak

kandugnya.”

Dalam akad ijab gobul pelafalan binti anak tersebut merujuk ke ayah
angkat ataukah ayah kandungnya

Jawab: “Yo tetep ayah nasab a. La kalaupun biar semuanya dapat binti

nasab terus belakangnya diikutkan nama bapak angkatnya

digabung gitu. Kalau kita prinsipnya mengikuti masyarakat



tetapi selama tidak melanggar aturan hukum. Cuma kalau dalam
buku nikah yo ndak seperti itu salah satunya sesuai dengan
persyaratan. Kalau seperti itu hanya pada pelafalane tok. ”

13. Bagaimana tanggapan bapak terhadap permintaan masyarakat yang
meminta untuk pencartatan wali/ binti dalam buku dicatatatkan atas
nama ayah angkatnya sedangkan bapak sendiri menghendaki untuk
pencatatan dikembalikan pada ayah nasabnya?

Jawab: “ya kalau seperti Itu berarti dicatatan akir ada tulisannya. Kita
kan harus memberikan petunjuk bahwa bapak itu kan bukan
bapak asli. Suatu saat nanti beberapa tahun kemudian kan ada
catatan seperti itu kita ndak salah yang dikuatirkan kalau tidak
ada catatan seperti itu (catatan tambahan yang menjelaskan
bahwa yang tertera adalah wali angkat) nanti dikira bapak yang
tertera dalam akte itu dikiranya bapak nasab. Akhirnya
berpengaruh dalam hal perwalian, kalau bapak nya sudah tidak
ada kan nanti carinya ke saudara bapak yang dikira bapak
nasabnya padahal aslinya dia bapak angkatnya atau tidak
memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Nah makanya
kita sebisa mungkin berusaha untuk mencatatatkan bapak
nasabnya terlebih dahulu. Kalaupun terpaksa minta untuk
dicatatkan sesuai akte nanti dibelakannya harus diberi catetan.
Sebenernya si yo ndak boleh. Makanya saya yang pertama harus
bapak kandungnya dulu yang didahulukan. Kalau itu kan
berdasarkan kemaslahatan. Kalau aturan pokoknya ya
sebenarnya ndak boleh. Tapi kan ribet juga kalau harus ngrubah
akte dari awal bisa menunda nikah. Makanya perlunya ijtihad
dari kepala KUA”
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Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2022

Penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2022 (ex. Kepala KUA Kecamatan
Pekalongan Barat tahun 2018-2021)
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